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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai
Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Penulisan Data e-KTP Oleh Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hokum terhadap kesalahan penulisan data e-KTP masih belum ada
pengaturan norma tentang tindakan pemerintah secara aktif saat terjadi kesalahan pada e-
KTP. Belum terlaksananya asas stelsel aktif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013, asas stelsel aktif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
menyebutkan “semua stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel
aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas”, dan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Malang masih menggunakan asas stelsel aktif yang diwajibkan kepada
penduduk.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap kesalahan penulisan data e-KTP saat ini
menggunakan metode mencetak surat penegasan untuk memverifikasi bahwa data e-KTP
yang bersangkutan telah berganti NIK (jika yang berubah adalah NIK), dan warga yang e-
KTP nya masi dalam proses perbaikan data, Dispendukcapil Kota Malang memberi
printout database yang dibubuhi stempel dari Dispendukcapil, yang akan bermanfaat

sebagai bukti/verifikasi bahwa yang bersangkutan sudah punya dokumen namun secara



definitive belum selesai dicetak dokumennya, yang mana perbankan sudah bisa menerima
identitas yang bersangkutan hanya dengan printout database tersebut.

B. Saran

. Seharusnya ada peran aktif oleh pemerintah, yakni dengan membuat satu pengaturan
norma tentang tindakan pemerintah secara aktif saat terjadi kesalahan pada e-KTP

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk segera melaksanakan asas yang
terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan
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